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ABSTRAK

Perdagangan Orang merupakan suatu kejahatan yang banyak terjadi baik ditingkat 
nasional maupun internasional. Perdagangan orang memiliki bentuk dan tujuan yang 
beragam, seperti eksploitasi seksual, pembantu rumah tangga, tenaga kerja wanita, 
dan lain sebagainya. Bicara mengenai penerapan sanksi pidana, terdapat dua jenis 
sanksi pidana di dalam KUHP, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Namun di 
dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 
memberikan sanksi pidana penjara dan pidana denda. Pengenaan sanksi bagi pelaku 
tindak pidana perdagangan orang bertujuan untuk mencapai suatu kepastian hukum 
guna menanggulangi kejahatan perdagangan orang itu sendiri. Ancaman sanksi 
pidana yang di atur di dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana 
Perdagangan Orang merupakan delik materiil, dimana lebih menekankan pada efek 
jera bagi pelaku namun juga tidak memberikan celah sedikitpun kepada pelaku untuk 
bisa lepas dari tuntutan hukum. Saat ini, pelaku tidak hanya sebatas laki-laki saja, 
ketertarikan dan kemanfaatan wanita dalam upaya pengrekrutan para korbanya 
semakin menjadi-jadi guna bermanfaat untuk meyakinkan para korbanya. Hal 
tersebut tentunya tidak terlepas dari iming-iming keuntungan yang besar dalam 
mendapatkan uang sehingga semakin mendorong mereka untuk melakukan kejahatan 
tersebut.

Kata Kunci : Tindak Pidana Perdagangan Orang, Penerapan Sanksi, Wanita.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini, perdagangan orang merupakan satu diantara lima kejahatan 

terbesar dunia yang harus ditanggulangi karena akibat yang ditimbulkan tidak saja 

terbatas pada aspek ekonomi, melainkan pada aspek politik, budaya dan 

kemanusiaan.1 Kelima kejahatan itu antara lain perdagangan obat-obatan terlarang, 

perdagangan senjata ilegal, perdagangan orang, kejahatan di bidang kekayaan 

intelektual dan pencucian uang.2 Menurut Ellen L. Buckwalter3 bahwa tak kurang 

dari 2,5 juta orang yang terdiri dari laki-laki, perempuan dan anak-anak menjadi 

korban perdagangan orang yang dimana pada umumnya mereka dipaksa bekerja 

untuk kepentingan, baik seperti perburuhan, eksploitasi seksual, industri 

internasional, pomograpi anak maupun adopsi secara ilegal.

Apabila dikaji secara mendalam, apa yang dijelaskan diatas berkaitan 

dengan suatu fenomena perdagangan orang yang saat ini menjadi salah satu 

masalah besar bagi masa depan manusia dan kemanusiaan dimana yang 

sesungguhnya tidak lepas dari sejarah panjang perdagangan orang itu sendiri. 

Suatu keadaan yang dapat menimbulkan suatu permasalahan dalam kehidupan

Mahrus ali, Bayu Aji, Perdagangan Orang (Dimensi, Instrumen Internasional dan 
Pengaturannya di Indonesia, Cetakan I, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011, hlm. I

2 Ibid.
3 EUcn L. Buckwalter, “Modem Day Slavery in Our Own Backyard”, William and Mary 

Journal of Women and The Law, Vol. 12, Tahun 2006, hlm. 406
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bermasyarakat, diantaranya keluarga dengan ekonomi yang sangat lemah dan 

kemiskinan, pendidikan yang sangat rendah, keterbatasan kesempatan kerja, gaya 

hidup konsumtif, kesenjangan sosial, pertambahan penduduk yang tidak merata, 

penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan, bahkan sampai pada pelanggaran hak 

asasi manusia sehingga menjadi salah satu faktor pendukung terjadinya tindak 

pidana perdagangan orang. Kejadian-kejadian dalam suatu kasus perdagangan 

orang, pada umumnya diawali dengan modus bantuan pengurusan administrasi dan 

persyaratan bekerja yang rata-rata korbannya merupakan Tenaga Kerja Indonesia. 

Di indonesia, ada beberapa wilayah yang merupakan daerah sumber dan tujuan 

perdagangan manusia, antara lain Jawa, Kalimantan Barat, Lampung, Sumatera 

Utara dan Sumatera Selatan.4

Perdagangan orang dan atau perbudakan yang terjadi saat ini merupakan 

suatu tindakan ilegal dan sudah banyak sindikat perdagangan orang dengan cara 

melalui bujukan, ancaman, penipuan dan rayuan untuk direkrut dan di bawa ke 

daerah lain bahkan ke luar negeri baik untuk diperjualbelikan 

dipekerjakan di luar kemauannya baik sebagai pekerja seks komersial, pekerja 

paksa, bentuk-bentuk ekploitasi lainnya,5 maupun penjualan organ tubuh.

maupun

Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan melalui Kepala bagian Kualitas

Hidup Perempuan, Roslina Siregar, menjelaskan bahwa praktek perdagangan

Dalam “Perdagangan Manusia 2011” http://indonesian.iakarta.usembassv.gov/lflnr>ran. 
politik/perdangangan-manusia.html diakses: 02 September 2013

Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia, cetakan I, Jakarta: Sinar
Grafika, 2010, hlm. 4

http://indonesian.iakarta.use
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(human trafficking) di Sumatera Selatan, mengalami peningkatan. Pada 

tahun 2011 kasus perdagangan orang sebanyak 25 orang dan di tahun 2012 

mengalami peningkatan menjadi 30 orang.6 untuk meminimalisir perdagangan 

orang, saat ini Pemprov Sumsel sedang melakukan rancangan Perda perdagangan 

manusia yang akan dikeluarkan pada Oktober mendatang sehingga bisa diterapkan 

pada tahun ini7

orang

/Sedangkan menurut data International Organization for Migration (IOM) 

Indonesia dan LSM anti-Perdagangan Manusia, menyebutkan sudah terjadi 

sekurang-kurangnya 3.840 kasus perdagangan orang yang terjadi di Indonesia.

Dari jumlah itu, 90 % perempuan sebagai tenaga kerja indonesia. Sedangkan di

tahun 2011, terjadi 480 kasus dimana korbannya merupakan anak-anak korban

eksploitasi seksual komersial anak. Jumlah tersebut meningkat dari tahun

sebelumnya dimana hanya terjadi 412 kasus.

Indonesia telah mengkriminalisasikan perdagangan orang yang diatur 

dalam Pasal 297 dan Pasal 298 KUHP. Namun pada Pasal ini hanya mengatur 

tentang perdagangan perempuan dan anak laki-laki yang ancaman hukumannya 

masih dianggap ringan. Karena perdagangan orang sudah berkembang menjadi

Anto/Suji, 2013, “Stop Human Trafficking, Pemprov Sumsel Buat Perda” 
hItR-//beritanda.com/nasional/berita-nasional/sosial-budava/l 1098-stop-human-trafficking-DemDrov- 
sumsel-buat-perda.html diakses: 02 September 2013

7 Ibid.
8 International Organization for Migration, 2012 “IOM reports child trafficking and 

J^)bor trafficking cases are rising” http://www.humantrafficking.org/updates/894 diakses: 02 September

http://www.humantrafficking.org/updates/894
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kejahatan transnasional yang terorganisir, maka diperlukan adanya pembaharuan 

komitmen untuk memeranginya. Selain itu, pada Pasal 297 KUHP tidak 

menjelaskan secara terperinci dan jelas, dimana hanya mengatur mengenai 

perempuan dewasa dan anak laki-laki saja namun anak perempuan dan laki-laki 

dewasa tidak dijelaskan secara rinci sehingga penerapan sanksi hukumannya 

masih dianggap tidak jelas. Hal yang cukup memprihatinkan dimana semakin 

sering terjadi kejahatan seksual yang menimpa anak-anak perempuan di bawah 

umur, mereka di jadikan sebagai objek perdagangan dari sekelompok atau 

seseorang dalam menjalankan bisnis seksual guna mendapatkan keuntungan yang 

maksimal. Namun setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang maka kedua pasal 

tersebut dinyatakan tidak berlaku dan dicabut karena didasarkan pada anggapan 

sudah tidak relevan lagi.

Dalam upaya penanggulangan kejahatan perdagangan orang saat ini perlu 

diadakan kerjasama dalam pemberantasannya, namun hal tersebut sangat 

memerlukan waktu yang cukup lama. Di perlukan dukungan dan upaya antara 

penyelenggara negara dan dengan adanya kerjasama dengan negara- 

negara lain supaya upaya-upaya penanggulangan perdagangan orang dapat 

terlaksana. Adapun kebijakan-kebijakan dalam upaya pencegahan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang, maka lahirlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 

Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk

unsur-unsur
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Diskriminasi terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277), 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,9 Keppres 

Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk- 

Bentuk Pekerjaaan Terburuk untuk anak, Keppres Nomor 87 Tahun 2002 tentang 

Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual,10 Komersil Anak, 

Keppres Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan 

Perdagangan Perempuan dan Anak, serta banyak aksi-aksi nyata dari sektor-sektor 

terkait, misalanya dari Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi 

Kemasyarakatan, Kepolisian dan lain-lain.11 Pada tahun 2007, upaya 

penanggulangan tindak pidana perdagangan orang mulai dipertegas dengan 

diterbitkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dimana diatur secara tegas di dalam Pasal 2 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengenai apa saja yang termasuk 

kategori tindak pidana perdagangan orang. Dengan adanya Undang-Undang ini, 

upaya mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindakan dalam proses, cara atau 

semua bentuk-bentuk eksploitasi, termasuk perdagangan perempuan maupun laki- 

laki untuk ekploitasi seksual komersial, perdagangan organ tubuh serta perbudakan

9 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4235

Eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ 
tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua 
kegiatan pelacuran maupun pencabulan.

11 Farhana, Aspek Hukum... Op.cit., hlm. 8
12 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4720
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baik yang terjadi pada anak-anak, laki-laki maupun perempuan. Hal tersebut baik 

yang dilakukan di dalam wilayah Indonesia ataupun antar negara dan baik yang 

dilakukan oleh perorangan maupun korporasi dapat diminimalisir.

Selama ini masyarakat belum mendapatkan informasi dan pengenalan 

akan tindak pidana perdagangan orang dan belum memberikan kontribusi yang 

optimal dalam upaya pencegahan maupun penghapusannya. Bahkan tidak hanya 

itu, justru masyarakat banyak memberikan sesuatu yang tidak mendidik dan 

bersifat pornografis yang mendorong menguatnya kegiatan tindak pidana 

perdagangan orang dan kejahatan susila lainnya. Berbagai kebijakan dan peraturan 

hukum yang diciptakan tentu mempunyai tujuan, yaitu untuk kesejahteraan

manusia. Pada dasarnya hukum yang telah dibuat sebaiknya ditaati, diikuti dan 

dilaksanakan agar berjalan dengan efektif.13

Banyaknya peluang dan iming-iming keuntungan yang besar untuk 

terlibat di dalam bisnis perdagangan orang terutama perempuan, anak-anak 

maupun laki-laki dewasa, pelaku yang pada umumnya laki-laki dan/atau korporasi, 

justru keikutsertaan perempuan saat ini juga sedang marak-maraknya terjadi 

dimana baru-baru ini Polsekta Surabaya Utara membongkar sindikat perdagangan 

orang dengan pelaku bernama Ari Yuliani. Dia ditangkap petugas Polsekta 

Bubutan Surabaya Utara disebuah hotel di kawasan Surabaya Utara bersama 2

13 Mahrus ali, Bayu Aji, Perdagangan Orang... Op.cit, hlm. 17



y adi s rem <i j ii vnim ;i k< i «i di|uain)a ke Ambon . Semakin maiaknNo tingkuj 

perdagangan manusia yang sebagian pelakunya merupakan perempuan. I lal ini 

semakin menunjukan bahwa penegakan hukum di Indonesia mengalami kegagalan 

kemerosotan dimana hukum sendiri tidak dijadikan sebagai kekuatan yang 

mampu memprevensi dan menindak para pelaku. Kurang tegasnya penegak hukum 

dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang justru 

menimbulkan polemik yang besar dimana mudahnya para pelaku kejahatan untuk 

melakukan praktik-praktik kejahatan sehingga keikutsertaan perempuan untuk 

menjadi pelaku dalam setiap tindak kejahatan semakin banyak. Yang dimana 

kebanyakan dari pelaku perdagangan orang, mereka terdahulu pada umumnya 

merupakan korban, baik perbudakan maupun eksploitasi seksual sehingga 

mengalami kemajuan yang pada akhirnya membawa mereka menjadi pelaku. Dari 

permasalahan yang timbul diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Penerapan sanksi pidana terhadap wanita sebagai

atau

pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang”.

Fajar Arifianto/Sup, 2006, “Sindikat Perdagangan Perempuan Digulung” 
http./Ayww.indosiar.com/gatroli/sindikat-perdngangan-pcrempuan-diguiung 51198.html diakses* 3 i 
Maret 2013
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis mengangkat

permasalahan sebagai berikut :

1. Faktor - faktor apa saja yang melatarbelakangi Wanita dalam melakukan

Tindak Pidana Perdagangan Orang?

2. Bagaimana Penerapan sanksi pidana terhadap Wanita sebagai Pelaku

Tindak Pidana Perdagangan Orang ditunjau dari teori tujuan pemidanaan?

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang diuraikan di atas, maka tujuan penulisan dari

skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi dalam para pelaku dalam 

melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang

2. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap wanita sebagai 

pelaku tindak pidana perdagangan orang apakah sudah terlaksana sesuai 

dengan tujuan pemidanaan itu sendiri.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan skripsi ini adalah:
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!. Diharapkan dapat bermanfaat dan membeiikan masukan kepada aparat 

penegak hukum dalam menentukan keputusan tei hadap suatu 

permasalahan yang ada.

2. Dengan mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana 

perdagangan orang sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana dengan Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang 

Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka hasil penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan pengetahuan bagi penulis dan khususnya pada 

masyarakat umum akan resiko yang ditimbulkan, selain itu dapat

membantu dalam upaya meminimalisir terjadinya tindak pidana

perdagangan orang.

E. Kerangka Teori

1. Teori Tujuan Pemidanaan

Pada hakikatnya tujuan hukum pidana untuk melindungi 

kepentingan individu atau melindungi hak asasi manusia dan melindungi 

kepentingan masyarakat maupun negara dari perbuatan kejahatan atau 

perbuatan tercela yang merugikan individu, masyarakat dan negara, dan
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tidak bertindak sewenang-wenang pada 

individu atau masyarakat. Tujuan dari pidana itu sendiri terdiri dari:1' 

a. Reformasi, berarti memperbaiki atau merehabitasi penjahat 

menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat, 

b. Restrain, yakni dengan maksud mengasingkan pelanggar dari

juga menjaga agar penguasa

masyarakat,

c. Retribution, pembalasan terhadap pelanggar karena telah

melakukan kejahatan,

d. Deterrence, berarti menjera atau mencegah sehingga baik

terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial 

menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan 

dengan melihat pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. 

Dilihat teori pemidanaan yang digunakan adalah teori pemidaan 

yang lazim dikenal dengan sistem hukum Eropa Kontinental, yaitu teori 

absolut, teori relatif, dan teori gabungan:

Teori absolut.161.

Teori ini dikenal dengan teori pembalasan atau teori 

imbalan (vergfalclen). Teori ini membenarkan pemidaan karena 

seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, dengan demikian

Andi Hamzah, Asas-asas hukum Pidana, edisi revisi, Rineka cipta, Jakarta, 2008, 

16 Andi Hamzah,
hlm. 28

Asas-Asas Hukum Pidanay cetakan kedua, Rineka Cipta, Jakarta, 1994,
hlm. 29.
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terhadap pelaku pidana mutlak harui» diadakan* pembalasan berupa 

pidana dengan tidak mempersoalkan akibat pemidanaan bagi 

terpidana. Hal ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam 

baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi 

korban. Menurut pendapat Andi hamzah, teori ini bersifat primitif, 

tapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada masa modern. 

Pendekatan teori absolut meletakkan gagasannya tentang hak untuk 

menjatuhkan pidana yang keras, dan dengan alasan karena 

seseorang bertanggung jawab atas pebuatannya, sudah seharusnya 

dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Dari sini sudah 

terlihat bahwa dasar utama pendekatan absolut adalah balas dendam

terhadap pelaku, atau dapat dikatakan , dasar pembenaran dari 

pidana terletak pada adanya atau terjadi kejahatan itu sendiri17.

2. Teori Relatif.18

Teori ini dikenal juga dengan teori tujuan (doeltheorieen). 

Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan 

pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah 

terpidana (speciai prevcniicn) dari kemungkinan mengulangi 

kejahatan lagi di masa mendatang, dan juga untuk mencegah

Muiadi dan Barda nawawi Arief, Teori-Teori dan kebijakan Pidana, alumni, Bandung, 
18 •

Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001,
1992, hlm. 11

hlm. 161
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darimasyarakat luas pada umumnya (general preven/ion) 

kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang 

telah dilakukan terpidana maupun lainnya, semua orientasi pidana 

tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan 

tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat19.

Teori ini sangat menekankan pada kemampuan pemidanaan 

sebagai suatu upaya mencegah terjadinya kejahatan (preveniion of 

erime) khususnya bagi terpidana. Maka dari itu, implikasinya dalam 

praktik pelaksanaan pidana sering kali bersifat “out of control” 

sehingga sering terjadi kasus-kasus penyiksaan terpidana secara

berlebihan oleh aparat dalam rangka menjadikan terpidana jera

untuk selanjutnya melakukan kejahatan lagi.

Secara umum ciri-ciri pokok atau karakteristik teori relatif 

ini sebagai berikut :

a. Tujuan pidana adalah pencegahan (prevention);

Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana 

untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi 

kesejahteraan masyarakat;

b.

yaitu

'o E- Utrecht> Hukum Pidana /, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986, hlm. 185 
Muladi, dan Barda Arief, Op.cit., hlm. 17
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c. Hanya pelanggaran-pelanggaran luikum yang dapat 

dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja 

atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.

d. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuan sebagai alat

pencegahan kejahatan;

Pidana melihat ke depan (bersifat prospektif); pidana dapate.

mengandung unsur pencelaan, namun baik unsur pencelaan

maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila

tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan

kesejahteraan masyarakat.

0 1
3. Teori Gabungan.

Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan dari kedua 

teori diatas. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa 

penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib 

hukum dalam masyarakan dan memperbaiki pribadi si penjahat. 

Penjatuhan suatu pidana kepada seorang tidak hanya berorintasi 

pada upaya untuk membalas tindakan orang itu. tetapi juga agar ada 

upaya mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak

21 Leden MarPaun8» Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005,
hlm. 107
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melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan 

masyarakat22.

2. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum (Soerjono Soekanto). Permasalahan hukum 

diakibatkan oleh beberapa faktor yakni

a. Hukum itu sendiri.

Hukum dinilai sebagai salah satu faktor permasalahan hukum 

karena hukum itu sendiri seringkali masi dibawah tekanan politik.

b. Masyarakat.

Masyarakat merupakan salah satu faktor permasalahan hukum,

karena seringkali masi terlihat tidak adanya kesadaran untuk

mematuhi hukum dari masyarakat.

c. Penegak hukum.

Penegak hukum dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum

dinilai mengecewakan masyarakat, karena terdapat oknum-oknum 

tertentu dari aparat penegak hukum yang kurang tegas dan masi

melakukan mafia kasus.

d. Sarana dan prasarana penegakan hukum.

^ Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 192 
Siswanto Sunarso, “Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia”, Citra Aditya Bakti 

Bandung, 2005, hlm. 103-104
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Kurangnya sarana dan prasarana penegakan hukum mengakibatkan 

lambannya proses penyelesaian masalah hukum. Misalnya 

kendaraan patroli, pos penjaga, rambu-rambu lalu lintas, dan lain-

lain.

e. Budaya.

Budaya menjadi salah satu faktor penyebeb permasalahan hukum, 

karena pengaruh menurunnya budaya taat akan hukum.

Penegakan Hukum sebagai bagian dari legal system, tidak dapat 

dipisahkan dengan substansi hukum (legal substance) dan budaya hukum

(legal culture). Perkembangan hubungan hukum dengan masyarakat

dalam aliran positivisme dimana hukum itu harus dipelajari secara

profesional. Dalam penegakan hukum pidana maka dikenal dengan sistem 

penegakan hukum atau criminal /mv enforeement,24 Sebagai bagian 

daripada criminal policy atau upaya penanggulangan kejahatan. Dalam 

penanggulangan kejahatan dibutuhkan 2 (dua) sarana yakni menggunakan 

sarana penal atau penegakan hukum dan menggunakan sarana non penal 

yang artinya penegakan hukum tanpa menggunakan penjatuhan sanksi

(penal).

Penegakan hukum dengan sarana non penal mempunyai 

dan tujuan untuk kepentingan internalisasi. Penegakan hukum dengan 

menggunakan sarana penal kelihatan sudah menjadi bagian kehidup

sasaran

an
24 Ibid, hlm. 113
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masyarakat, sebagai bentuk* reaksi sosial dari reaksi kelompok masyaiakat 

dalam arti sosiologis, sebagai suatu hubungan kejahatan dengan pidana.

dalam rangkaSuatu kerjasama pemerintah dengan masyarakat 

menumbuhkan sistem penegakan hukum yang baik, maka menumbuhkan

aktivitas masyarakat secara aktif dalam kegiatan pencegahan terhadap 

tindak pidana. Menurut pandangan Jeremy Bentham menyatakan 

bahwa:25 “Kajian terhadap hukum dengan masyarakat secara sosiologis 

dengan mendasarkan pada utilitarian theory, dimana menaruh perhatian 

tentang hukuman (penal) sebagai alat untuk menjadikan jera dan usaha 

pencegahan, adapun nestapa tidak harus diterapkan jika tidak diperlukan”.

F. Ruang Lingkup Pembahasan

Agar pembahasan pada skripsi ini lebih terarah, maka pembahasan 

skripsi ini hanya membahas tentang penerapan sanksi pidana terhadap wanita 

sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang guna mencegah terjadinya 

tindakan diskriminasi terhadap wanita dalam penjatuhan putusan 

dalam proses penerapan sanksinya.

maupun

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

25 Ibid, hlm. 114
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akan dibahasTipe penelitian dari permasalahan yang 

menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dalam kata lain apa 

akan diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian 

dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dimana data yang 

dikumpulkan sendiri oleh peneliti dengan penelitian di lapangan baik 

terhadap masyarakat maupun pelaku.-6

yang

2. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data yang didapatkan dari sumber utama yaitu melalui

wawancara kepada pelaku perdagangan orang, dan sebagai data

pelengkap yang saya gunakan antara lain informasi-informasi dan atau

keterangan seperti putusan-putusan hakim yang berasal dari instansi-

instansi yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi 

kepustakaan dengan mempelajari bahan-bahan yang berkaitan dengan 

permasalahan perdagangan orang khususnya berkaitan dengan penerapan 

sanksinya. Jenis data sekunder ini adalah:

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hlm. 14

I
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I) Bahan hukum primer, yailu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan

terdiri dari:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

c) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana 

Perdagangan Orang

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer, yaitu:

a) Buku-buku literatur;

b) Hasil-hasil penelitian, seminar, sosialisasi atau penemuan ilmiah

lainnya;

c) Internet;

d) Ketentuan-ketentuan lain yang mempunyai keterkaitan langsung

dengan objek kajian penulisan.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder, meliputi:

a) Kamus (hukum);

b) Koran atau harian, majalah atau jurnal;

c) Referensi-referensi lainnya yang relevan.
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pada pertimbangan atas kemampuan informan atau responden dalam

27menguasai atau mengetahui permasalahan yang akan dibahas. 

Responden atau informan, mereka merupakan para pelaku dan petugas 

penegak hukum yang berwenang untuk mewakili dalam menjawab

permasalahan perdagangan orang.

Adapun Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah

para narapidana atau pelaku perdagangan orang dan Petugas Sipil di

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palembang dan aparat penegak

hukum yang berwenang mengangani masalah ini yaitu Kepolisian Polda

Sumatera Selatan.

H. Tehnik Pengolahan Data dan Analisis Data

Data penelitian mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang 

sehubungan dengan penerapan sanksinya yang berhasil dihimpun kemudian 

akan diseleksi secara kualitatif. Maksudnya, data yang telah terkumpul akan 

diolah, dikualifikasikan, diuraikan dan dihubungkan secara sistematis untuk

memperoleh suatu kesimpulan dalam menjawab permasalahan

bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap wanita sebagai pelaku tindak 

pidana perdagangan orang.

mengenai

27 Ibid., hlm.52
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3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian dalam pengumpulan data penulisan skripsi ini 

akan dilakukan pada :

1. Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Palembang (JL. 

Merdeka Palembang)

2. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polda SUMSEL

4. Tehnik Pengumpulan Data

Adapun tehnik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui

Penelitian Lapangan (Field Research) dimana dengan melakukan

penelitian pencarian data di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak,

Lembaga Pemadyarakatan Kelas IIA Palembang guna keperluan dalam 

penelitian skripsi ini, baik dengan mencatat dan mengutip informasi yang 

bersumber dari catatan-catatan maupun dokumentasi sehingga menjadi 

bahan penunjang dalam penulisan skripsi ini, dan melakukan tanya jawab 

secara langsung dengan salah satu pelaku tindak pidana perdagangan 

orang, dimana wawancara dilakukan di wilayah Kota Palembang.

5. Sampel dan Populasi

Dalam penelitian ini menggunakan random sampling, yaitu 

dimana sampel tersebut diambil secara acak namun tentunya mereka yang 

mewakili atau representative dalam penentuan sampelnya didasarkan
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